PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA MUSIR LOR

Menimbang :

Mengingat

a.

PERATURAN DESA MUSIR LOR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUSIR LOR

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu
dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2023;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang
Tentang Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 /PMK.07
/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023
Nomor 4);

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;



Menetapkan :

25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan
Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023;

28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023;

29. Peraturan Desa Musir Lor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Musir
Lor Tahun 2023 Nomor 2);

30. Peraturan Desa Musir Lor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran
Desa Musir Lor Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUSIR LOR
dan
KEPALA DESA MUSIR LOR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA MUSIR LOR TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023
dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa Rp. 385.475.000,00
b. Transfer Rp. 1.877.484.660,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 16.627.749,00
Jumlah Pendapatan Rp. 2.279.587.409,00
2. Belanja Desa
- Bidang Penyelenggaraan Rp. 997.696.960,00
Pemerintahan Desa
- Bidang Pembangunan Desa Rp. 1.078.788.069,00
- Bidang Pembinaan Rp. 126.112.000,00
Kemasyarakatan
- Bidang Pemberdayaan Rp. 74.452.000,00
Masyarakat
- Bidang Penanggulangan Bencana, Rp. 110.000.000,00
Darurat, dan Mendesak Desa
Total Belanja Rp. 2.387.049.029,00
Surplus/ (Defisit) Rp. 107.461.620,00
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Rp. ,00
b. Pengeluaran Rp. 107.461.620,00

c. Selisih Pembiayaan (a-b) (Rp. 107.461.620,00)



Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

a. Lampiran I : Laporan Keuangan,;

b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari —
31 Desember Tahun Anggaran 2023;

c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan

program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Musir Lor
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ISMANI

WARO SATUL
LEMBARAN DESA MUSIR LOR TAHUN 2024 NOMOR 1



LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA MUSIR LOR

KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK

TAHUN ANGGARAN 2023
URAIAN Ref. ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
(Rp) (Rp) (Rp)
PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa 385.475.000,00 385.475.000,00 0,00
Pendapatan Transfer 1.877.484.660,00 1.874.937.243,20 2.547.416,80
Dana Desa 1.035.364.000,00  1.035.364.000,00 0,00

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 60.083.160,00 59.648.060,00 435.100,00
Alokasi Dana Desa 412.037.500,00 409.925.183,20 2.112.316,80
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00

Pendapatan Lain-lain
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN
MENDESAK DESA

JUMLAH BELANJA
SURPLUS / (DEFISIT)
PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

PEMBIAYAAN NETTO

SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN

16.627.749,00

2.279.587.409,00

4.621.665,24

2.265.033.908,44

12.006.083,76

14.553.500,56

997.696.960,00

1.078.788.069,00

126.112.000,00

74.452.000,00

110.000.000,00

2.387.049.029,00

956.316.910,00

1.068.384.420,00

120.480.000,00

72.392.000,00

90.000.000,00

2.307.573.330,00

41.380.050,00
10.403.649,00
5.632.000,00
2.060.000,00

20.000.000,00

79.475.699,00

(107.461.620,00)

(42.539.421,56)

(64.922.198,44)

107.461.620,00

121.698.136,83

14.236.516,83

107.461.620,00

121.698.136,83

(14.236.516,83)

0,00

79.158.715,27

(79.158.715,27)

AT N WASTE CIV I (-3 31/12/2023 07:32:48

KEPALA DES{y
MUSKLOR

ISMANI

Halaman 1




	2ea4cb5ada2d8755c31bcfe051729ebcb84a2ed798a16b7b556daefe6102e54a.pdf
	2ea4cb5ada2d8755c31bcfe051729ebcb84a2ed798a16b7b556daefe6102e54a.pdf

